LATAR BELAKANG

Di Indonesia, data terkait perempuan hamil di penjara masih
terbatas. Data nasional menunjukkan jumlah perempuan yang dipenjara
meningkat dari 1.807 pada tahun 2000 menjadi 11.465 pada tahun 2017.
Pada tahun 2016, dari 464 lembaga pemasyarakatan dan penahanan di
Indonesia, hanya 10 yang khusus diperuntukkan bagi perempuan. Data
Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rl sampai dengan Desember 2017
menunjukkan, 49% Rutan/Lapas dari total 507 Unit Pelayanan Terpadu
(UPT) melaporkan terdapat 56 orang ibu hamil. Kecilnya jumlah populasi ini
menyebabkan keberadaannya sering terabaikan.

Meski hukum di Indonesia telah mengatur hak-hak dasar bagi
perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, perlu dikaji ulang apakah hak —
hak tersebut telah terpenuhi seutuhnya, atau justru sebaliknya.
Keterbatasan sumber daya dan kondisi overcrowded sering mengakibatkan
kebutuhan perempuan di lembaga penahanan tidak terpenuhi.

TUJUAN

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah pelayanan
kesehatan bagi Ibu hamil di Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta, melalui
sudut pandang public health.

METODE
Penulis melakukan Sistematic Review melalui pencarian dengan
Google Scholar untuk memperoleh gambaran terkait masalah pelayanan

kesehatan bagi Ibu hamil di Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta.
Penelusuran dilakukan dengan cara memasukkan kata "hamil" "lapas"
"yogyakarta".

HASIL

Didapatkan hasil sebanyak 275 karya ilmiah (skripsi, thesis, jurnal),
namun hanya 6 yang sesuai dan dapat menggambarkan kondisi pelayanan
kesehatan bagi Ibu hamil di Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta. Kendati
demikian, kesemuanya tidak ditulis oleh tenaga kesehatan, masih terbatas
pada sudut pandang hukum, sehingga pembahasan terkait pelayanan
kesehatan masih kurang mendalam.

Diperoleh gambaran masalah pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil di
Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta, sebagai berikut :

Kesehatan Ibu-Anak

PKBI Yogyakarta untuk Ibu Hamil di Penjara :

Sebuah Perspektif Kesehatan Masyarakat

Ester Febe
Pascasarjana limu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada

[d Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta baru berpisah dari Lapas Kelas
IIA Wirogunan sekitar tahun 2017, sehingga belum memiliki poliklinik
Lapas sendiri. Ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan juga
masih bergabung bersama Klinik Lapas Kelas IIA Wirogunan.

[d Pembinaan kondisi ibu hamil masih berfokus ke hilir, yaitu hanya
diberikan jika narapidana membutuhkan, misalnya sakit, dan atau
terdapat gangguan dengan kehamilannya.

(d Warga Binaan Perempuan (WBP) hamil hanya diberi vitamin
penambah darah saja.

[ Poliklinik Lapas Wirogunan tidak mengelola anggaran maupun obat.
Obat-obatan sudah disediakan oleh bagian umum.

Dampaknya :

e Pernah terjadi keguguran pada WBP yang tidak mengetahui bahwa
kondisinya sedang hamil, padahal sebelum masuk Lapas sudah di tes
kehamilan.

e Meninggalnya janin dalam kandungan WBP yang hamil 8 bulan.

e Terdapat perempuan hamil dengan epilepsi yang tdak
mengkonsumsi obat secara rutin karena keterbatasan dana.
PEMBAHASAN

Mengingat banyaknya masalah tersebut, usulan program yang dirasa
paling efektif ialah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
(LSM) PKBI dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil. PKBI
Yogyakarta mengembangkan Pusat Layanan Kesehatan Seksual dan
Reproduksi dengan melakukan advokasi pemenuhan Hak Kesehatan Seksual
dan Reproduksi (HKSR) melalui Klinik Adhiwarga. Klinik Adhiwarga memiliki
layanan Drop In dan Mobile Clinic. Adapun Jenis layanan yang diberikan
adalah konseling kesehatan reproduksi dan seksual, serta pemeriksaan
Obstetri-Ginekologi. Program kerjasama dengan PKBI merupakan bentuk
preventif untuk mencegah keterlambatan penanganan kesehatan bagi WBP
hamil di Lapas. Pelaksana program ini adalah Lapas khusus perempuan di
Yogyakarta, dapat dibantu oleh Dinas Kesehatan untuk monitoring program.
Pihak Lapas dan PKBI harus menandatangani surat pernyataan sejenis MOU
kerjasama untuk melaksanakan program tersebut, sehingga mengikat kedua
belah pihak untuk tidak mencoba melanggar kerjasama. Bagi Kanwil
Kemenkumham Yogyakarta dapat membantu pelaksanaan program dengan
mengeluarkan regulasi Performance Based Contracting tenaga kesehatan

untuk mengatasi ketiadaan Klinik Lapas guna memberikan pelayanan
kesehatan bagi WBP hamil, sebab pada akhirnya program kerjasama ini akan
membantu pihak lapas dalam memelihara kesehatan warga binaannya.

KESIMPULAN

Ketidakjelasan data mengenai kualitas pelayanan kesehatan bagi
perempuan yang hamil di institusi penahanan berpotensi menimbulkan
pelanggaran bagi hak janin dalam kandungan. Paradigma patriarkal yang
terkonstruksi di masyarakat bahwa tindak kejahatan oleh perempuan
dianggap tidak wajar mengakibatkan kebijakan di institusi penahanan belum
sensitif gender. Kerjasama dengan LSM (Pihak ketiga) berpeluang untuk
dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 57 Tahun 1999, yang isinya menyatakan mengijinkan
permohonan kerjasama pembinaan dan atau pembimbingan bidang
kesehatan.
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